
 



 
 

 

 

 

 

BUPATI PASURUAN 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANDAAN 

 KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024 

 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

Republik Indonesia Tahun 2005-2025;  

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana; 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang;  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2022; 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah;  

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi           

Undang-Undang; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021;  

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, 

Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan 

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;  

16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional; 

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;  

 



 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024;  

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahum 2023 dan 

Daerah Otonom Baru; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang  

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan; 

27. Peraturan Gurbernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2024; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 

Tahun 2021;  

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026;  

30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024; 





KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmad 

serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk 

menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun 2024. 

 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 disusun 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum Wilayah, Potensi serta 

berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan. 

 Disamping Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun 

2024 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas 

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan 

sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan 

dan setidak-tidaknya merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi 

keberhasilan pembangunan yang dicapai. 

 Demikian kiranya semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan 

Pandaan Tahun 2024 dapat membawa manfaat serta sebagai dasar dalam 

pelaksanaan tugas kedepan diTahun 2024 mendatang. 

 

 

 

    Pandaan,       Juni 2024 

    CAMAT PANDAAN 

 

 

BASMI, S.Pd., M.M.  

Pembina Tingkat I  

NIP. 19670204 199802 1 004 
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BAB I 

Perubahan Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 merupakan 

penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan 

kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada 

pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – 

tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk 

lebih baik dari tahun– tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk 

melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat 

anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan 

pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode 

satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan 

hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, disusun 

suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan 

pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

Kecamatan Pandaan. Kewenangan tersebut adalah dalam hal 

menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran 

dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam 

implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan 

sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan 

tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah. 

Perubahan Renja Kecamatan Pandaan proses penyusunannya 

adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

                         PERATURAN BUPATI PASURUAN                 

                                                     NOMOR    : 00.7.2.6/1126/HK/424.013/2024

                 TANGGAL : 14 Agustus 2024    



Pasuruan. Adapun bagan alur kedudukan Perubahan Renja dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Alur Perubahan Rencana Kerja 

 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja 

(Renja) Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen 

perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat 

dijabarkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perubahan Renja Kecamatan Pandaan merupakan dokumen yang 

secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program 

OrganisasiPerangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan sesuai arahan operasional 

dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P - RKPD); 

2. Perubahan Renja merupakan acuan Kecamatan Pandaan untuk 

memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan 

perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024; 

3. Perubahan Renja Kecamatan Pandaan merupakan salah satu 

instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan 

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang 
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tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari 

kinerja Kecamatan Pandaan pada Tahun 2024 ini merupakan 

tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan. 

 Penyusunan rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pandaan 

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum 

disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Pandaan yang 

definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Pandaan 

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan 

awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja Kecamatan 

Pandaan dapat dikerjakan secara simul/tanparalel dengan penyusunan 

P-RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap 

kondisi eksisting Kecamatan Pandaan, evaluasi pelaksanaan Renja 

Kecamatan Pandaan pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi 

kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pandaan yang 

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan 

Pandaan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, 

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan Renstra Kecamatan Pandaan, serta hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan 

dokumen Renja Kecamatan Pandaan sesuai dengan prioritas dan 

sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan 

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD 

Kabupaten Pasuruan 2005-2025. Adapun penyusunan Perubahan 

Renja Kecamatan Pandaan yang dilakukan melalui dua tahapan yang 

merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : 

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Perubahan Renja Kecamatan 

Pandaan; 

2. Tahap Penyajian Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pandaan 

1.2. Landasan Hukum 

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 

yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-

undang; 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan 

Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

225); 

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 



24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

25. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, 

Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-

46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).  

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Kecamatan di Kabupaten Pasuruan; 

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 

12; 

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024; 

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Renstra 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan 

Pandaan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, dalam rangka kelanjutan 

pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat 

mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Pandaan dan guna 

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten 

Pasuruan. 

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja  Kecamatan 

Pandaan sebagai berikut: 



1. Perubahan Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan daerah. 

2. Perubahan Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin 

terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Pandaan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Perubahan Renja  Kecamatan Pandaan disusun dengan 

sistematika penulisan sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan  

  1.1 Latar Belakang 

  1.2 Landasan Hukum 

  1.3 Maksud dan Tujuan 

  1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 

2024 

  2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan 

Tribulan II (per April)   

  2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi  

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

  3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Pengakat Daerah 

  3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

BAB IV : Penutup 

 



Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp

1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja kecamatan 

1 Persentase dokumen atau

laporan administrasi Perangkat 

Daerah yang baik atau sesuai 

regulasi 

100 % 5.521.026.216 26 % 700.220.674 26 % 1.603.914.788 26 % 2.304.135.462 26,00 41,73 26 % 2.304.135.462    26,00 13,07       

1 Persentase laporan keuangan 

yang sesuai dengan ketentuan 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan

100 % 5.046.967.984 25 % 640.463.537 25 % 1.568.899.450 25 % 2.209.362.987 25,00 43,78 25 % 2.209.362.987    25,00 14,65       

1 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

34 orang/ 

bulan

4.612.722.000 30 orang/ 

bulan

543.401.442 30 orang/ 

bulan

1.459.619.365 30 orang/ 

bulan

2.003.020.807 88,24 43,42 30 orang 2.003.020.807      29,41 14,66         

2 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 dokumen 388.885.984 3 dokumen 97.062.095 3 dokumen 97.940.085 3 dokumen 195.002.180 25,00 50,14 3 dokumen 195.002.180         8,33 15,26         

3 Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 dokumen 45.360.000 0 dokumen 0 3 dokumen 11.340.000 3 dokumen 11.340.000 25,00 25,00 3 dokumen 11.340.000           8,33 8,26           

2 Persentase pemenuhan dokumen 

kepegawaian yang sesuai 

ketentuan

0 0

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Perlengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan

0 0

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

0 0

3 Persentase pemenuhan 

administrasi umum 

100 % 145.454.094 21 % 29.894.300 21 % 7.599.925 21 % 37.494.225 21,00 25,78 21 % 37.494.225         21,00 6,76         

1 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

2 Paket 2.998.000 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0,00 0,00 0 Paket -                            0,00 -             

2 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah paket peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

disediakan

2 Paket 5.700.600 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0,00 0,00 0 Paket -                            0,00 -             

3 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah paket bahan logistik 

kantor yang disediakan

2 Paket 19.256.408 1 Paket 175.000 1 Paket 1.325.000 1 Paket 1.500.000 50,00 7,79 1 Paket 1.500.000             16,67 2,00           

4 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan yang disediakan

2 Paket 4.409.086 1 Paket 253.000 1 Paket 798.925 1 Paket 1.051.925 50,00 23,86 1 Paket 1.051.925             16,67 3,51           

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang disediakan

12 dokumen 4.200.000 3 dokumen 4.020.000 3 dokumen 0 3 dokumen 4.020.000 25,00 95,71 3 dokumen 4.020.000             33,33 29,78         

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

12 laporan 15.875.000 3 laporan 81.000 4 laporan 5.476.000 4 laporan 5.557.000 33,33 35,00 4 laporan 5.557.000             33,33 37,05         

7 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

12 laporan 93.015.000 3 laporan 25.365.300 4 laporan 0 4 laporan 25.365.300 33,33 27,27 4 laporan 25.365.300           33,33 7,05           

4 Persentase Pemenuhan 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah yg terealisasi

100 % 152.440.246 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0,00 0,00 0 % -                         0,00 -           

1 Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan  

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas yang Disediakan

0 0

2 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

1 Paket 31.568.400 0 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 0 0,00 0,00 0 Paket -                            0,00 -             

3 Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

0 0

KK K K K K K

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan Fungsi 

Penunjang Administrasi 

Pemerintahan

Bidang Urusan OTODA, 

PEMERINTAHAN UMUM, ADM. 

KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

14 = 13/5 x 100%7 8 9 10 11 13

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 

2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja 2024

12 14 = 6+12

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra 

s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Tahun 2024 (%)I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renja 

Tahun 2024 (%)

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap  Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 2 3 4



Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K RpKK K K K K K

14 = 13/5 x 100%7 8 9 10 11 13

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 

2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja 2024

12 14 = 6+12

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra 

s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Tahun 2024 (%)I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renja 

Tahun 2024 (%)

No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 2 3 4

4 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan

1 unit 120.871.846 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0,00 0,00 0 unit -                            0,00 -             

5 Persentase jasa penunjang 

operasional kantor yang tersedia

100 % 73.147.692 25 % 15.215.137 25 % 14.799.813 25 % 30.014.950 25,00 41,03 25 % 30.014.950         25,00 11,69       

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

12 laporan 73.147.692 3 laporan 15.215.137 4 laporan 14.799.813 4 laporan 30.014.950 33,33 41,03 4 laporan 30.014.950           11,11 11,69         

6 Persentase BMD Kondisi baik 100 % 103.016.200 13 % 14.647.700 13 % 12.615.600 13 % 27.263.300 13,00 26,47 13 % 27.263.300         13,00 5,44         

1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

4 unit 98.016.200 1 unit 14.647.700 2 unit 12.615.600 2 unit 27.263.300 50,00 27,82 2 unit 27.263.300           16,67 8,73           

2 Pemelihraan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan  

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/ Direhabilitasi

0 0

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4 unit 5.000.000 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 25,00 0,00 1 unit -                            3,33 -             

2 2 Persentase dokumen non 

perijinan yang diselesaikan tepat 

waktu

100 % 837.913.599 20 % 134.178.738 20 % 138.632.055 20 % 272.810.793 20,00 32,56 20 % 272.810.793       20,00 8,05         

Indeks Pelayanan Publik 

Kecamatan

0

1 Persentase kegiatan 

pemerintahan yang 

dikoordinasikan dengan instansi 

terkait 

100 % 812.673.599 20 % 134.178.738 20 % 138.632.055 20 % 272.810.793 20,00 33,57 20 % 272.810.793       20,00 8,13         

1 Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

1 laporan 15.312.000 1 laporan 10.845.000 1 laporan 0 1 laporan 10.845.000 100,00 70,83 1 laporan 10.845.000           33,33 23,53         

2 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Jogosari

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Jogosari

1 dokumen 201.752.399 0 dokumen 34.135.762 0 dokumen 51.213.232 0 dokumen 85.348.994 0,00 42,30 0 dokumen 85.348.994           0,00 10,31         

3 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Pandaan

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Pandaan

1 dokumen 195.609.200 0 dokumen 21.113.406 0 dokumen 38.369.716 0 dokumen 59.483.122 0,00 30,41 0 dokumen 59.483.122           0,00 7,19           

4 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Kutorejo

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Kutorejo

1 dokumen 200.000.000 0 dokumen 33.084.675 0 dokumen 20.609.426 0 dokumen 53.694.101 0,00 26,85 0 dokumen 53.694.101           0,00 6,49           

5 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Petungasri

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Petungasri

1 dokumen 200.000.000 0 dokumen 34.999.895 0 dokumen 28.439.681 0 dokumen 63.439.576 0,00 31,72 0 dokumen 63.439.576           0,00 7,67           

2 Persentase Laporan bulanan 

PATEN yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 

(Berdasarkan Perbup PATEN)

100 % 25.240.000 25 % 0 25 % 0 25 % 0 25,00 0,00 25 % -                         25,00 -           

1 Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

12 laporan 25.240.000 0 laporan 0 0 laporan 0 0 laporan 0 0,00 0,00 0 laporan -                            0,00 -             

3 3 1. Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan yang Aktif

70 % 2.573.838.401 20 % 349.642.000 40 % 693.768.700 40 % 1.043.410.700 57,14 40,54 40 % 1.043.410.700    50,00 7,95         

2. Persentase Kelompok 

Masyarakat Desa/ Kelurahan 

yang Aktif

20 % 20 % 20 % 20 % 0

Meningkatnya hasil 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pelayanan publik 

dan pemberdayaan 

masyarakat 

desa/kelurahan

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN
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Target Kinerja dan Anggaran Tahun 

2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja 2024

12 14 = 6+12

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra 

s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Tahun 2024 (%)I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renja 

Tahun 2024 (%)

No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 2 3 4

1 Persentase hasil evaluasi 

pemberdayaan Masyarakat yang 

ditindaklanjuti

100 % 3.300.000 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0,00 0,00 0 % -                         0,00 -           

1 Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan

di Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

yang Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

0 0

2 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1 laporan 3.300.000 0 laporan 0 0 laporan 0 0 laporan 0 0,00 0,00 0 laporan -                            0,00 -             

2 Persentase masyarakat 

kelurahan yang mengikuti 

pemberdayaan di kelurahan

100 % 2.562.638.401 43 % 349.642.000 43 % 693.768.700 43 % 1.043.410.700 43,00 40,72 43 % 1.043.410.700    71,67 8,76         

Persentase kebutuhan sarpras 

masyarakat kelurahan yang 

terpenuhi

0

1 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Jogosari

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

3 unit 617.426.876 1 unit 95.880.000 1 unit 291.354.000 1 unit 387.234.000 33,33 62,72 1 unit 387.234.000         6,67 15,60         

2 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Pandaan

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

3 unit 379.789.800 1 unit 31.289.000 1 unit 125.060.800 1 unit 156.349.800 33,33 41,17 1 unit 156.349.800         6,67 6,30           

3 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Kutorejo

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

3 unit 336.495.000 0 unit 0 0 unit 71.696.000 0 unit 71.696.000 0,00 21,31 0 unit 71.696.000           0,00 2,89           

4 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Petungasri

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

3 unit 650.000.000 1 unit 216.073.000 1 unit 147.042.000 1 unit 363.115.000 33,33 55,86 1 unit 363.115.000         6,67 14,63         

5 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Jogosari

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat

2 pokmas 90.820.725 0 pokmas 0 0 pokmas 18.640.000 0 pokmas 18.640.000 0,00 20,52 0 pokmas 18.640.000           0,00 3,75           

6 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Pandaan

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat

1 pokmas 174.601.000 0 pokmas 0 0 pokmas 0 0 pokmas 0 0,00 0,00 0 pokmas -                            0,00 -             

7 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Kutorejo

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat

2 pokmas 213.505.000 0 pokmas 0 0 pokmas 8.248.400 0 pokmas 8.248.400 0,00 3,86 0 pokmas 8.248.400             0,00 1,66           

8 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Petungasri

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat

2 pokmas 100.000.000 1 pokmas 6.400.000 1 pokmas 31.727.500 1 pokmas 38.127.500 50,00 38,13 1 pokmas 38.127.500           33,33 7,68           

3 Jumlah Keluarga yang mengikuti  

pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

40 keluarga 7.900.000 0 keluarga 0 0 keluarga 0 0 keluarga 0 0,00 0,00 0 -                         0,00 -           

1 Sub kegiatan Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Peningkatan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk Mewujudkan 

Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing

40 keluarga 7.900.000 0 keluarga 0 0 keluarga 0 0 keluarga 0 0,00 0,00 0 -                            0,00 -             

4 4 Persentase penanganan 

gangguan trantibum

100 % 70.331.000 0 % 15.770.700 0 % 15.770.700 0 % 15.770.700 0,00 22,42 0 % 15.770.700         0,00 38,92       

1 Persentase koordinasi 

ketentraman dan ketertiban 

umum yang dilaksanakan sesuai 

dengan kewenangan kecamatan

100 % 70.331.000 0 % 15.770.700 0 % 15.770.700 0 % 15.770.700 0,00 22,42 0 % 15.770.700         0,00 38,92       

1 Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

1 Laporan 70.331.000 0 Laporan 0 Laporan 15.770.700 0 Laporan 15.770.700 0,00 22,42 0 Laporan 15.770.700           0,00 76,32         

5 Prosentase konflik SARA yang 

diselesaikan sesuai kewenangan

100 % 41.333.140 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0,00 0,00 0 % -                         0,00 -           

1 Jumlah Peserta yang mengikuti 

pembinaan wawasan kebangsaan 

dan ketahanan nasional 

200 orang 41.333.140 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0,00 0,00 0 orang -                         0,00 -           

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum

Kegiatan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa



Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K RpKK K K K K K

14 = 13/5 x 100%7 8 9 10 11 13

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 

2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja 2024

12 14 = 6+12

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra 

s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

Tahun 2024 (%)I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renja 

Tahun 2024 (%)

No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

1 2 3 4

1 Sub kegiatan Pembinaan 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang- Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal 

Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun  

1945, Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta Pemertahanan 

dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia

200 orang 41.333.140 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0,00 0,00 0 orang -                            0,00 -             

6 Persentase Pemerintahan Desa 

dengan Administrasi Desa yang 

Baik

80 % 11.250.000 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0,00 0,00 0 % -                         0,00 -           

1 Persentase hasil Fasilitasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

pemerintah Desa yang 

ditindaklanjuti

80 % 11.250.000 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0,00 0,00 0 % -                         0,00 -           

1 Sub kegiatan Fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan  Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

18 dokumen 4.650.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0,00 0,00 0 dokumen -                            0,00 -             

2 Sub kegiatan Fasilitasi 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan Desa

18 dokumen 6.600.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0,00 0,00 0 dokumen -                            0,00 -             

9.055.692.356 1.199.812.112 2.452.086.243 0 0 3.636.127.655 3.636.127.655

17,19

13,23

19,66

KETERANGAN PREDIKAT KINERJA

PREDIKAT KINERJA Pasuruan, 5 Agustus 2024

SANGAT TINGGI CAMAT PANDAAN

TINGGI

SEDANG

RENDAH

SANGAT RENDAH BASMI, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

catatan : NIP. 19670204 199802 1 004

jika indikator pada tahun 2021 dan 2022 sama, maka target dan pagu bisa diakumulasi

BASMI, S.Pd., M.M.

NIP. 19670204 199802 1 004

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA

Kegiatan Fasilitasi, 

Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

JUMLAH ANGGARAN

Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)

Predikat Kinerja KEGIATAN

Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)

Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)

Predikat Kinerja PROGRAM

Predikat Kinerja SUBKEGIATAN

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :

INTERVAL NILAI

91% - 100%

76% - <91%

66% - <76%

51% - <66%

0 - <51%



Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Pandaan sampai dengan 

Tribulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 3.636.127.655,00 dari pagu 

anggaran Rp. 9.055.692.356,00 atau 40,15% dengan rincian Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 

sebesar Rp. 2.304.135.462,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 

5.521.026.216,00 atau 41,73%; Program Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar Rp. 272.810.793,00 dari pagu 

anggraan Rp. 837.913.599,00 atau 32,56%; Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi sebesar Rp. 

1.043.410.700,00 dari pagu anggaran Rp. 2.573.838.401,00 atau 

40,54%; Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

terealisasi sebesar Rp. 15.770.700,00 dari pagu anggaran Rp. 

70.331.000,00 atau 22,42%; Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum teralisasi sebesar Rp. 0,00 dari pagu anggaran Rp. 

41.333.140,00 atau 0%; Program Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa teralisasi sebesar Rp. 0,00 dari pagu anggaran Rp. 

11.250.000,00 atau 0%. Pada program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa anggaran masih belum teralisasi karena kegiatan pada program 

tersebut direncanakan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.  

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pandaan 

Tahun 2024 sampai dengan tribulan II telah dilaksanakan sesuai 

dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang 

telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, 

dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan 

pembangunan; 

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan 

yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai 

dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan 

merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang 

menunjang efektifitas program /kegiatan; 



e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk 

mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun 

dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan. 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Pandaan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat 

yang dapat dilihat dari pencapaian target indeks kepuasan masyarakat 

sebagai indikator tujuan Kecamatan Pandaan yang masih belum 

menunjukkan peningkatan yang signifikan karena masih terbatasnya 

sarana prasarana dan SDM yang mendukung, maka peningkatan kinerja 

organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan 

secara sistematis dan terstruktur. 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas 

tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah 

kebijakan: 

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan 

kapabilitas, kompensasi (reward dan punishment), dan 

kesejahteraan pegawai; 

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan; 

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dengan optimal; 

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. 

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan 

Pandaan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan 

dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan 

dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah. 

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat 

kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh 

pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-

kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan: 

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam 

rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan 

kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam 



rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan 

dan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan; 

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah 

dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan. 

2.2.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan 

kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di 

tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi 

pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa 

koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di 

lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak 

kecamatan (camat). 

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM 

aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan 

di wilayah Kecamatan Pandaan, juga pelayanan administrasi dan 

kependudukan masyarakat. 

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting 

penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Pandaan sebagai 

berikut: 

1. Perlunya peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur 

pemerintahan desa. 

2. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan. 

3. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan. 

4. Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 

sehingga memerlukan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak 

terkait. 



BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. 

Ditetapkannya tujuan pada Renja Perangkat Daerah agar dapat secara 

tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke 

depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang 

dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan 

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh 

mana tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, agar dapat mengukur 

keberhasilan kecamatan di dalam mencapai tujuan strategisnya maka 

ditetapkan indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. 

Tujuan Kecamatan Pandaan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Publik di Tingkat Kecamatan dengan indikatornya IKM (Indeks 

Kepuasan Masyarakat) Kecamatan.  

Sasaran strategis Kecamatan Pandaan merupakan bagian 

integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan 

memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya 

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang 

berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan   

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. 

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di terapkan telah 

tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah 

dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Pandaan yaitu: 

1. Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 

dengan indikator persentase penyelenggaraan Kecamatan. 

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan dengan indikator 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah  

  Adapun realisasi yang dicapai dan target indikator tujuan dan 

saran strategis yang ditetapkan Kecamatan Pandaan sebagai berikut: 

 



Awal Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8

Tujuan  PD : 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat 

Kecamatan

1 Indikator : IKM Kecamatan IKU 95,94 96,00 97,75

Sasaran PD : 

Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan 

masyarakat desa/kelurahan
2 Indikator : Persentase penyelenggaraan kecamatan IKU % 0 90 90

Sasaran PD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

kecamatan 

3 Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah IKU Nilai 76,4 78 80

Tabel 3.1. 

Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

Target 2024
KetNo Uraian Satuan

IKU/ 

SPM/IKK
Realisasi 2023

Target kinerja 

belum tercapai

Target kinerja 

belum tercapai



3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan 

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

 Kecamatan Pandaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan 

masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan 

merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut 

untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk 

berupa pelayanan masyarakat. 

Adapun program dan kegiatan yang dirancang  Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 

14 kegiatan 41 sub kegiatan sebagai berikut: 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya 

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 



1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

2) Pengadaan Mebel 

3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

2) Pemelihraan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan  Bangunan 

Lainnya 

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait 

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Jogosari 

3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Pandaan 

4) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Kutorejo 

5) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Petungasri 

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan 

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN       



a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

di Wilayah kecamatan 

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari 

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan 

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo 

4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungasri 

5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari 

6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan 

7) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo 

8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasri 

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 

dan Kelurahan 

1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan 

Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 



2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan Desa 

Program dan kegiatan di atas merujuk pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan 

pemetaan progam dan kegiatan menurut kodefikasi, Nomenklatur sesuai 

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dilampiri dengan tabel pemetaan serta 

Lampiran KUAPPAS 

 



Awal Perubahan Awal Perubahan

Tabel 3.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No

Prioritas 

Pembangunan 

Daerah

Proyek 

Strategis

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan Bab IV RKPD 

Tahun

Pemetaan 

Berdasarkan SIPD 

Tahun 2024

Pagu Anggaran Target Indikator Kinerja

N I H I L



KABUPATEN : PASURUAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANDAAN

NO
URUSAN/ BIDANG 

URUSAN/UNSUR

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU RP

PAGU RP
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA 

(SATUAN)

PAGU RP

PAGU RP

1 2 3 4 7 9 10 11 13 14 16=13-9 17

Urusan 

Pemerintahan Fungsi 

Penunjang 

Administrasi 

Pemerintahan

Bidang Urusan 

OTODA, 

PEMERINTAHAN 

UMUM, ADM. 

KEUANGAN DAERAH

UNSUR Kewilayahan 10.983.296.300 9.055.692.356 8.682.246.350 DAU (362.863.126)    

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase dokumen atau

laporan administrasi 

Perangkat Daerah yang baik 

atau sesuai regulasi 

100 % 5.916.131.400 100 % 5.521.026.216 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

 Persentase dokumen atau

laporan administrasi 

Perangkat Daerah yang 

baik atau sesuai regulasi  

100 % 5.526.026.216 DAU

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan 

yang sesuai dengan ketentuan 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan

100 % 5.026.056.000 100 % 5.046.967.984 Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah

 Persentase laporan 

keuangan yang sesuai 

dengan ketentuan dan 

dapat 

dipertanggungjawabkan 

100 % 5.050.467.984 DAU

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

34 orang/ bulan 4.554.486.000 34 orang/ 

bulan

   4.612.722.000 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

 Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

34 orang/ 

bulan

4.612.722.000 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 dokumen 425.832.000 12 dokumen      388.885.984 Sub Kegiatan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

 Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

12 dokumen 392.385.984 DAU                  - dokumen          3.500.000 Penambahan pagu 

anggaran gaji 

pegawai non ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 dokumen 45.738.000 12 dokumen        45.360.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

 Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

12 dokumen 45.360.000 DAU                        - 

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan 

dokumen kepegawaian yang 

sesuai ketentuan

100 % 65.500.000 0 % 0 Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

 Persentase pemenuhan 

dokumen kepegawaian 

yang sesuai ketentuan 

0 % 0 DAU                            - 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta  Atribut Kelengkapan

31 paket 15.500.000 0 Paket                        - Sub Kegiatan Pengadaan 

Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

 Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta  Atribut 

Kelengkapan 

0 Paket 0 DAU                        - 

Sub Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

31 orang 50.000.000 0 orang                        - Sub Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

 Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

0 orang 0 DAU                        - 

Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan 

administrasi umum 

100 % 185.000.000 100 % 145.454.094 Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

 Persentase pemenuhan 

administrasi umum  

100 % 146.954.094 DAU

Sub Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

2 paket 8.500.000 2 Paket          2.998.000 Sub Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

 Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

2 Paket 2.998.000 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah paket peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

disediakan

2 paket 12.000.000 1 Paket          5.700.600 Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

 Jumlah paket peralatan 

dan perlengkapan kantor 

yang disediakan 

1 Paket 5.700.600 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah paket bahan logistik 

kantor yang disediakan

2 paket 25.000.000 2 Paket        19.256.408 Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor

 Jumlah paket bahan 

logistik kantor yang 

disediakan 

2 Paket 19.256.408 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan 

dan penggandaan yang 

disediakan

2 paket 10.000.000 2 Paket          4.409.086 Sub Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

 Jumlah paket barang 

cetakan dan penggandaan 

yang disediakan 

2 Paket 4.409.086 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

disediakan

3 dokumen 4.500.000 12 laporan          4.200.000 Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

 Jumlah dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

disediakan 

12 laporan 4.200.000 DAU                        - 

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

12 laporan 5.000.000 12 laporan        15.875.000 Sub Kegiatan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

 Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

12 laporan 15.875.000 DAU                        - 

86 12 15=12-8

SUMBER 

DANA
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Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

12 laporan 120.000.000 12 laporan        93.015.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

12 laporan 94.515.000 DAU                  - laporan          1.500.000 Penambahan pagu 

anggaran Makanan 

dan minuman 

Rapat

Kegiatan Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah yg 

terealisasi

100 % 387.000.000 0 % 152.440.246 Kegiatan Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

 Persentase Pemenuhan 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah yg 

terealisasi 

0 % 152.440.246 DAU                        - 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan  

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas yang 

Disediakan

1 unit 160.000.000 0 unit                        - Sub Kegiatan Pengadaan 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan  

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas yang 

Disediakan

0 unit                             - DAU                        - 

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

1 unit 127.000.000 1 Paket        31.568.400 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 

1 Paket 31.568.400 DAU                        - 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

0 unit 0 0 unit                        - Sub Kegiatan Pengadaan 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

 Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

0 unit 0 DAU                        - 

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

4 unit 100.000.000 1 unit      120.871.846 Sub Kegiatan Pengadaan 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

 Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

1 unit 120.871.846 DAU                        - 

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase jasa penunjang 

operasional kantor yang 

tersedia

100 % 85.600.000 100 % 73.147.692 Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

 Persentase jasa penunjang 

operasional kantor yang 

tersedia 

100 % 73.147.692 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 laporan 85.600.000 12 laporan        73.147.692 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

 Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

12 laporan 73.147.692 DAU                        - 

Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase BMD Kondisi baik 100 % 166.975.400 100 % 103.016.200 Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

 Persentase BMD Kondisi 

baik 

100 % 103.016.200 DAU                        - 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

4 unit 104.098.900 4 unit        98.016.200 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

 Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

4 unit 98.016.200 DAU                        - 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 unit 50.000.000                 - unit                        - Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

 Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

0 unit 0 DAU                        - 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

10 unit 12.876.500 4 unit          5.000.000 Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

 Jumlah  Sarana  dan  

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

4 unit 5.000.000 DAU                        - 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase dokumen non 

perijinan yang diselesaikan 

tepat waktu

100 % 1.023.921.900 100 % 837.913.599 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

 Persentase dokumen non 

perijinan yang diselesaikan 

tepat waktu 

100 % 843.205.039 DAU          5.291.440 

Indeks Pelayanan Publik 

Kecamatan

3,5  Indeks Pelayanan Publik 

Kecamatan 

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

Persentase kegiatan 

pemerintahan yang 

dikoordinasikan dengan 

instansi terkait 

100 % 1.013.921.900 100 % 812.673.599 Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

 Persentase kegiatan 

pemerintahan yang 

dikoordinasikan dengan 

instansi terkait  

100 % 817.965.039 DAU          5.291.440 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

1 laporan 13.921.900 1 laporan        15.312.000 Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

 Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan 

1 laporan 15.312.000 DAU                        - 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

3 dokumen 0 1 dokumen                        - Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

 Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

1 dokumen 0 DAU                        - 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Jogosari

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Jogosari

1 dokumen 250.000.000 1 dokumen      201.752.399 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Jogosari

 Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Jogosari 

1 dokumen 201.752.399 DAU                        - 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Pandaan

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Pandaan

1 dokumen 250.000.000 1 dokumen      195.609.200 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Pandaan

 Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Pandaan 

1 dokumen 195.609.200 DAU                        - 
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Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Kutorejo

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan Kutorejo

1 dokumen 250.000.000 1 dokumen      200.000.000 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Kutorejo

 Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Kutorejo 

1 dokumen 200.000.000 DAU                        - 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan 

Petungasri

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan Kelurahan 

Petungasri

1 dokumen 250.000.000 1 dokumen      200.000.000 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan Kelurahan 

Petungasri

 Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Kelurahan Petungasri 

1 dokumen 205.291.440 DAU          5.291.440 Penambahan 

anggaran belanja 

modal kursi rapat

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan

Persentase Laporan bulanan 

PATEN yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 

(Berdasarkan Perbup PATEN)

0 % 10.000.000 0 % 25.240.000 Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan

 Persentase Laporan 

bulanan PATEN yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

(Berdasarkan Perbup 

PATEN) 

0 % 25.240.000 DAU                        - 

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan

0 laporan 10.000.000 1 laporan        25.240.000 Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

1 laporan 25.240.000 DAU                        - 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

1. Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan yang Aktif

70 % 3.760.000.000 70 % 2.573.838.401 PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

 1. Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan yang Aktif 

70 % 2.208.750.955 DAU

2. Persentase Kelompok 

Masyarakat Desa/ Kelurahan 

yang Aktif

20 % 20 %  2. Persentase Kelompok 

Masyarakat Desa/ 

Kelurahan yang Aktif 

20 %

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa

Persentase hasil evaluasi 

pemberdayaan Masyarakat 

yang ditindaklanjuti

80 % 160.000.000 100 % 3.300.000 Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa

 Persentase hasil evaluasi 

pemberdayaan Masyarakat 

yang ditindaklanjuti

100 % 3.300.000 DAU                        - 

Sub Kegiatan Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

90 lembaga 

kemasyaraka

tan

5.000.000                 - lembaga 

kemasyar

akatan

Sub Kegiatan Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

0 lembaga 

kemasyara

katan

DAU                        - 

Sub Kegiatan Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

3 laporan 160.000.000 1 laporan          3.300.000 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

1 laporan 3.300.000 DAU                        - 

Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan

Persentase masyarakat 

kelurahan yang mengikuti 

pemberdayaan di kelurahan

60 % 3.600.000.000 100 % 2.562.638.401 Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan

 Persentase masyarakat 

kelurahan yang mengikuti 

pemberdayaan di kelurahan 

60 % 2.197.550.955 DAU

Persentase kebutuhan sarpras 

masyarakat kelurahan yang 

terpenuhi

80 %  Persentase kebutuhan 

sarpras masyarakat 

kelurahan yang terpenuhi 

80 %

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Jogosari

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

5 unit 750.000.000 7 unit 617.426.876 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Jogosari

 Jumlah Sarana dan 

Prasarana Kelurahan yang 

Terbangun 

6 unit 541.122.097 DAU (1)                unit        (76.304.779) Penghematan 

anggaran

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Pandaan

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

5 unit 750.000.000 4 unit 379.789.800 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Pandaan

 Jumlah Sarana dan 

Prasarana Kelurahan yang 

Terbangun 

3 unit 289.629.800 DAU (1)                unit        (90.160.000) Penghematan 

anggaran

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Kutorejo

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

5 unit 750.000.000                6 unit 336.495.000 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Kutorejo

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Kelurahan yang 

Terbangun

4 unit 247.438.316 DAU (2)                unit        (89.056.684) Penghematan 

anggaran

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Petungasri

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

5 unit 750.000.000 6                 unit 650.000.000 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Kel 

Petungasri

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Kelurahan yang 

Terbangun

5 unit 559.310.357 DAU (1)                unit        (90.689.643) Penghematan 

anggaran

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Jogosari

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 150.000.000 2                pokmas 90.820.725 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Jogosari

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 77.235.825 DAU                  - pokmas        (13.584.900) Penghematan 

anggaran

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Pandaan

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 150.000.000 1                pokmas 174.601.000 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Pandaan

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 174.601.000 DAU                        - 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Kutorejo

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 150.000.000 2                pokmas 213.505.000 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Kutorejo

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 213.505.000 DAU                        - 
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Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Petungasri

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 150.000.000 2 pokmas 100.000.000 Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Kel Petungasri

Jumlah Pokmas dan Ormas 

yang Melaksanakan 

Pemberdayaan Masyarakat

1 pokmas 94.708.560 DAU          (5.291.440) Refokusing 

anggaran

Kegiatan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Keluarga yang 

mengikuti  pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

100 keluarga 100.000.000 40 keluarga 7.900.000 Kegiatan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan

Jumlah Keluarga yang 

mengikuti  pemberdayaan 

dan Kesejahteraan 

Keluarga 

40 keluarga 7.900.000 DAU                            - 

Sub kegiatan Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing

100 keluarga 100.000.000 40 keluarga 7.900.000 Sub kegiatan Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan 

dan Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing

40 keluarga 7.900.000 DAU                        - 

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase penanganan 

gangguan trantibum

100 % 12.243.000 100 % 70.331.000 PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase penanganan 

gangguan trantibum

100 % 51.681.000 DAU

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum

Persentase koordinasi 

ketentraman dan ketertiban 

umum yang dilaksanakan 

sesuai dengan kewenangan 

kecamatan

100 % 12.243.000 100 % 70.331.000 Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum

Persentase koordinasi 

ketentraman dan 

ketertiban umum yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan kewenangan 

kecamatan

100 % 51.681.000 DAU

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

2 laporan 6.243.000 2 Laporan 70.331.000 Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

2 Laporan 51.681.000 DAU                  - Laporan        (18.650.000) Penghematan 

anggaran

Harmonisasi Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat Kecamatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

2 laporan 6.000.000 0 Laporan Harmonisasi Hubungan 

Dengan Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat Kecamatan

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh 

Masyarakat

0 Laporan DAU                        - 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan 

mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap 

aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di 

Kecamatan Pandaan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di 

Kecamatan Pandaan ini bersifat makro dalam rangka mendukung 

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan secara keseluruhan. 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Perubahan Rencana 

Kinerja (P-Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai 

berikut ini: 

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga 

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak 

yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk 

melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini 

penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini 

dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap 

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam 

renstra yang sudah dibuat; 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah 

dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang 

terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas 

yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari 

rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan 

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 

dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah, sehingga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pandaan. 




